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Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Terhadap 
Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Jalan AP. Pettarani Dan Jalan Hertasning Di 
Kota Makassar. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makasar apa bila di tata dan 
dikelola dengan baik,keberadaannya justru akan menambah keindahan lokasi wisata 
di tengah-tengah kota. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang 
dilakukan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota 
Makassar.  2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan 
pedagang kaki lima di Kota Makassar, manfaat penelitian 1. Bagi akademisi memberi 
sumbangan pemikiran intelektual ke arah pengembangan ilmu pengetahuan sosial, 
khususnya dalam bidang kajian pemerintahan 2. Sebagai bahan informasi atau 
referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian 
ini. 3. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menetapkan 
kebijaksanaan yang menyangkut masalah pedagang kaki lima 4. Bagi masyarakat 
memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat khususnya pedagang kaki 
lima dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dianalisis dengan analisis 
deskriptif, data dikumpulkan dengan teknik trigulasi serta menggunakan teori 
Kebijakan Public, teori Implementasi Kebijakan dan Teori Ekonomi politik  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan kota Makassar 
sedang memikarkan solusi terhadap penanganan dan penataan pedagang kaki lima 
yang ada di kota Makassar pemerintah juga selalu sengingatkan kepada pedagang 
kaki lima agar tidak membuang sampah jualan sembarangan agar tetap menjaga 
kebersihan sesuai dengan program pemerintah yaitu Makassar tidak rantasa adapun 
respon dari masyarakat tidak terlalu mempersoalkan terhadap persoalan itu di 
karenakan banyak juga masyakarat yang membeli di pedagang kaki lima adapun 
masyarakat yang tidak membeli mempersoalkan permasalahan tersebut karena 









         PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Salah satu tuntutan yang fundamental yang dihadapi oleh suatu masyarakat 
adalah bertahan hidup (survive) atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di 
dalam suatu lingkungan tertentu. Masyarakat harus mengorganisasikan dirinya 
sedemikian rupa sehingga mampu untuk hidup di dalam dan dari lingkungan 
tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan memanfaatkan 




Negara harus mampu mengolah dan mengalokasikan sumber daya yang 
dimiliki Negara untuk kesejahteraan warga negaranya. Salah satu sumberdaya 
terbesar yang dimiliki oleh Negara adalah warga negaranya , warga negaranya 
negaranya sebagai modal social Negara harus mendapat perhatian yang pertama 
dan utama dari Negara. Kesejahteraan mereka adalah hal pokok yang menjadi 
perhatian utama dalam penyelenggaraan Negara.
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Manusia terlahir sebagai makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya 
mereka akan berinteraksi antara satu orang dengan orang lain. Salah satu tujuan dari 
adanya interaksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing 
                                                          
1
Satjipto Rahardjo, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas 
Disiplin, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 28. 
2
 Anggriani Alamsyah, Etika Politik, ( Makassar  : Alauddin University Press 2012), hal.40-41 
2 
 
pihak.Sehingga seseorang harus berusaha dan berbuat untuk memenuhi 
kebutuhannya. Kaitanya dengan interaksi dalam tujuan untuk pemenuhan kebutuhan 
tersebut salah satu pekerjaan yang dilakukan seseorang adalah bekerja menjadi 
Pedagang  Kaki Lima (PKL). 
Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah kegiatan ekonomi rakyat, yang mana 
digunakan untuk menyebut seseorang (pedagang) yang berjualan barang ataupun 




Di Indonesia hampir di setiap daerah kita dapat menjumpai Pedagang Kaki 
Lima (PKL), baik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di emperan toko maupun 
trotoar.Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat 
keramaian, seperti di pasar, stasiun bus dan kereta, atau halte-halte dan tempat 
wisata.Ada juga yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan 
sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau 
gendongan. 
Pada umumnya Pedagang kaki Lima (PKL) menjajakan berbagai macam 
dagangan, mulai dari jajanan pasar, kuliner (makanan), barang-barang bekas seperti 
sepatu, perkakas, dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan hal yang penting karena 
memainkan peran yang vital dalam dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi seseorang terutama bagi golongan menengah ke bawah.Banyaknya orang 
yang memilih menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini juga disebabkan oleh 
beberapa faktor antara lain.
4
 
1. Kesulitan Ekonomi 
2. Sempitnya lapanganpekerjaan 
3. Urbanisasi 
Keberadaan pedagang kaki lima di Kota makassar sering kali dijumpai 
banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan 
dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan 
menjadi paten yang melekat pada usuha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di 
taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir 
terdapat di sepanjang jalan kota, seperti di jalan Perintis Kemerdekaan, jalan Urip 
Sumiharjo, jalan AP. Pettarani, jalan Sunu, jalan Gunung Buwakaraeng dan jalan 
Penghibur. Pemandangan ini tidak hanya terjadi disiang hari bahkan di malam 
haripun jumlahnya makin bertambah. Pemerintah kota seakan kurang tegas dalam 
menangani masalah pedagang kaki lima, seperti kebijakan yang belum lama 
terjadi tentang penggusuran PKL di jalan Masjid Raya dan Sunu, ketika pedagang 
kaki lima mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
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Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar untuk menolak 
penggusurantersebut pemerintah langsung menghentikan kebijakan tersebut 
padahal bisa dibilang lokasi tersebut memiliki tingkat kemacetan yang tinggi 
diakibatkan lapak-lapak PKL dan para pembeli. Kemudian dengan makin marak 
dan bertambahnya pedagang kaki lima yang kian bermunculan yang menjadi 
penyebab kemacetan dan merusak keindahan kota. Selain itu, parkir kendaraan 
para pembeli yang tidak teratur juga sangat mengganggu ketertiban.Seperti 
pedagang makanan, pedagang pakaian, buah dengan menggunakan mobil, dan es. 
Belum lagi masalah limbah atau sampah. 
Adapun Ayat yang membahas persoalan keteraturan dijelaskan seperti 
dibawah ini : 
 َوإَِذا تََىلَّى َسَعى فِي األَْزِض لِيُْفِسَد فِيِهَا َويُْهلَِك اْلَحْسَث َوالنَّْسَل َوّللّاُ الَ يُِحبُّ الفََسادَ 
Artinya : 
Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk 
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang 




Berbagai persoalan yang ada di kota Makassar, misalnya kemacetan, 
banjir, ketertiban dan keamanan, penggusuran dan masih banyak lagi. Sebenarnya 
masalah-masalah tersebut memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki 
lima. Misalnya, penjual buah atau makanan di pinggir-pinggir jalan,memang 
mereka tidak terlalu berdampak pada kemacetan namun para pembeli yang parkir 
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kendaraannya di bibir jalan penyebabnya dan ini hampir kita lihat di sepanjang 
jalan di Makassar. Kemudian masalah banjir walaupun hanya berdampak sedikit 
namun tidak bisa dipungkiri salah satu penyebabnya  adalah dari sampah, dan 
pedagang kaki lima merupakan penyumbang sampah terbesar. Sebaliknya 
pedagang kaki lima ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD).
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Surat Keputusan Nomor 44 Tahun 2002 pada pasal 2 ayat (1) dan (2) 
dijelaskan, pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar atau badan jalan. 
Kemudian dalam perda ini juga ditetapkan sejumlah jalan besar yang sama sekali 
tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh pedagang kaki lima atau wilayah 
bersih atau bebas dari PKL, yaitu: sepanjang jalan gunung bawakaraeng, 
sepanjang jalan R.A kartini, sepanjang jalan Jendral Sudirman, jalan Samratulangi, 
Jalan Haji Bau, jalan Penghibur, jalan Pasar Ikan, Hertasning, A.P. Petarani, dan 
sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Pasal 2 ayat 2 Perda 44/2002, mengenai 
sejumlah pelataran yang tidak dapat digunakan pada waktu antara pukul 05.00 
sampai jam 17 wita, diantaranya: sepanjang jalan Riburane, Jalan Nusantara, Jalan 
Ujung Pandang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Gunung Bulusaraung, Masjid Raya, 
jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, dan sepanjang jalan sulawesi. Kedua ayat dari 
regulasi tersebut, sampai saat ini belum berjalan efektif,disebabkan berbagai faktor 
regulasi, dan fasilitas pendukung atau infrastruktur, serta sumber daya manusia 
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dan manajemennya, dan aspek eksternal terdiri dari faktor sosial budaya dan faktor 
ekonomi. 
Pelanggaran yang sering di lakukan oleh pedagang kaki lima yang berada 
di jalan-jalan poros Makassar terutama jalan Hertasning, Ahmad Yhani A.P 
Pettarani, dan sepanjang jalan Sulawesi adalah pelanggaran persoalan waktu 
berjualan , dalam perda Nomor 44 Tahun 2002 dengan jelas memaparkan bahwa 
pedagang kaki lima mempunyai batas berjualan di sepanjang jalan tersebut , 
namum kenyataan dilapangan selama saya melakukan observasi , pedagang kaki 
lima sering berjualan sampai larut di sepanjang jalan poros tersebut.  
Tidak adanya tindakan tegas oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini 
dinas PD Pasar dan petugas Polisi Pamungpraja membuat pedagang kaki lima 
semakin menjamur di jalan poros tersebut, hal ini mengakibatkan kemacematan 
yang mengular di sepanjang jalan poros tersebut, apa lagi di jalan Hertasning 
ketika jam pulang kantor banyaknya pedagang dan pembeli yang singgah 
mengakibatkan jalan tersebut sangat macet. 
Adapun hadis yang menjelaskan persoalan pedagang di bahas di dalam 
hadis berikut : 
 ِ اُز قَاَل قِيَل يَا َزُسىَل ّللاَّ اَز هُْم اْلفُجَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم إِنَّ التُّجَّ ِ َصلَّى ّللاَّ  َََولَْيَد قَْد َوقَاَل قَاَل َزُسىُل ّللاَّ
 ُ وُىَن فَيَْنِرلُىَن َويَْحلِفُىَن َويَثْوَُوىنَ َََحلَّ ّللاَّ   اْليَْيَ  قَاَل لَلَى َولَِننَّهُْم يَُحدِّ
Artinya : 
Dari „Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: Rasulullah Shallallahu‟alaihi 
Wasallam bersabda: “Para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara 
para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah 
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telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, namun 




Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makasar apa bila di tata dan 
dikelola dengan baik,keberadaannya justru akan menambah keindahan lokasi 
wisata di tengah-tengah kota. Contohnya pemanfaatan pedagang kaki lima yang 
ada di sekitar Pantai Losari apa bila dibuatkan satu anjungan khusus buat para 
pedagang tidak menutup kemungkinan akan menjadi wisata kota yang indah atau 
pemerintah menyediakan lahan khusus untuk pedagang di malam hari dalam 
bentuk pasar malam. Hal ini bisa terwujud tidak hanya dari usaha  pemerintah kota 
saja, akan tetapi terbentuk dari partisipasi aktif dari elemen masyarakat.
8
 
 Pemerintah Kota dalam hal ini dinas terkait seharusnya dapat berperan 
aktif dalam merumuskan, membina dan mengelola pedagang kaki lima. Berbagai 
kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Kota untuk mengatasi masalah pedagang 
kaki lima namun terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan yang 
diinginkan. 
Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan 
Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar( Analisis terhadap pedagang kaki 
lima di poros jalan A.Pettarani dan Hertasning” ). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya maka 
sebagai permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan utama 
terkait implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kota Makassar, 
yakni:  
1. Bagaimana bentuk upaya dilakukan pemerintah dalam penataan pedagang 
kaki lima di Kota Makassar khususnya jalan A.P. Pettarani dan jalan Hertasning?  
2. Faktor Penghambat  terhadap penataan pedagang kaki lima di Kota 
Makassar khususnya Jalan A.P Pettarani dan Jalan Hertasning? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam 
penataan pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar.  
 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penataan 
pedagang kaki lima di Kota Makassar.  
Manfaat Penelitian 
1. Bagi akademisi memberi sumbangan pemikiran intelektual ke arah 
pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya dalam bidang kajian 
pemerintahan.  
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang 
mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.  
3. Bagi pemerintah menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam 
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menetapkan kebijaksanaan yang menyangkut masalah pedagang kaki lima. 
 4. Bagi masyarakat memberikan wawasan dan masukan kepada masyarakat 
khususnya pedagang kaki lima dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima. 
D. Tinjauan Karya Terdahulu 
Kajian pustaka atau penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan hasil 
bacaan terhadap literature (buku ilmiah dan hasil penelitian) yang berkaitan dengan 
pokok masalah yang akan diteliti. Untuk penelitian lapangan, kajian pustaka 
bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah 
diteliti oleh peneliti lainnya, dan pokok masalah yang akan diteliti mempunyai 
hubungan dengan sejumlah teori yang telahada.
9
 
1. Hasbar Saputra, Skripsinya yang berjudul “Dampak Relokasi (PKL)di anjungan 
pantai losari berdasarkan keputusan Walikota no 20 tahun 2004 tentang protap 
penertiban bangunan dan pembinaan pedagang sector informal Kota Makassar”
10
. 
Skripsi ini dibuat dengan latar belakang realitas pedagang kaki lima, yang 
merupakan masalah yang menjadi sorotan public dan perlu mendapatkan perhatian 
pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulanginya. Permasalahan social tersebut 
merupakan masalah public yang mendesak untuk ditangani melalui suatu 
pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel, dengan rumusan masalah: 1) 
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Sistem penertiban PKL di Anjungan Pantai Losari sesuai surat keputusan Walikota 
No 20 Tahun 2004? 2) Dampak yang di timbulkan dengan di keluarkannya surat 
keputusan Walikota No 20 Tahun 2004? 3) Usaha apa yang perlu dilakukan dalam 
menanggulangi dampak terhadap suatu penertiban PKL di Anjungan Pantai Losari? 
Jenis penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif.Sumber data yang diperoleh yaitu data primer 
dan data sekunder.Metode pengempulan data dilakukan melalui wawancara, 
observasi dan melalui kajian literatur pustaka.Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu teknik analisa secara kualitatif yang selanjutnya disajikan secara 
deskriptif.Adapun teori yang penulis gunakan yaitu teori Negara kesejahteraan 
(Walfare State), teori kebijakan publik, dan teori evaluasi kebijakan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah sosial tidak hanya dilakukan 
sebagai bentuk tanggung jawab dengan diterapkannya surat keputusan Walikota No 
20 Tahun 2004, tetapi juga mengacu pada peran pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya. Adapun bentuk pelaksanaan surat keputusan Walikota yaitu dengan 
melakukan program penertiban bangunan dan pembinaan pedagang sektor informal 
di kota Makassar. Keberhasilan pemerintah dalam penerapan surat keputusan 
Walikota belum sepenuhnya dikatakan berhasil, namun pemerintah sendiri telah 
melakukan upaya untuk lebih giat lagi dalam menertibkan dan membina para 
pedagang kaki lima yang ada di Anjungan Pantai Losari. Upaya Pemerintah dalam 
membina pedagang kaki lima dibuktikan dengan tertibnya pedagang serta 
keberhasilan di area Anjungan Pantai Losari dapat dinikmati pengunjung. Walaupun 
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demikian, Pemerintah belum melihat dampak yang sangat baik bagi pedagang 
karena pedagang sedikit kecewa terhadap Pemerintah dikarnakan pemerintah tidak 
memberikan fasilitas yang memadai kepada pedagang kaki lima dalam 
meningkatkan usaha mereka.    
2. Mamba‟ul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang Kaki Lima 
(PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyuban PKL Demantu 
Yogjakarta )
11
Relokasi sebelum maupun sesudahnya selalu membawa permasalahan 
yang cukup pelik baik bagi pemerintah maupun bagi para pedagang yang hendak 
direlokasi. Hampir setiap terjadi relokasi terjadi keributan juga, bahkan tidak jarang 
terjadi bentrokan fisik.Walaupun terkadang tempat baru sudah disediakan oleh 
pemerintah namun terkadang para pedagang juga tidak lantas dengan begitu saja 
menerima dan mau menempati tempat baru tersebut.Relokasi sebagian memang 
berhasil dilakukan.Namun, pra pemberlakuan atau eksekusi sebuah kebijakan 
relokasi selalu diwarnai oleh penolakan. Bahkan hampir setiap ada kebijakan 
relokasi pasti akan ada penolakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Sumber data pada penelitian ini dari Data 
Primer dan Data Sekunder.Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, 
library research dan validasi data. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan 
dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Relokasi pedagang kaki lima di Kota-
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kota besar merupakan sesuatu yang di anggap perlu. Hal ini di dasari dengan 
perkembangan jaman yang memang menuntut adanya penyesuaian 
lingkungan.Selain itu, alasan pemerintah melakukan relokasi juga didasari dengan 
adanya ketidaktertiban para pedagang. Hasil yang didapat setelah dilakukan 
penelitian menunjukkan bahwa PKL dapat menerima dan bahkan dapat dikatakan 
pasrah akan adanya relokasi tersebut. Hal ini dikarenakan adanya pengkomunikasian 
kebijakan relokasi melalui paguyuban yang cukup efektif yang dilakukan oleh 
pemerintah.Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa relokasi memberikan dampak 
bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), pemerintah dan masyarakat.Dan adanya 
ketidakpastian informasi megenai adanya tempat baru bagi Pedagang Kaki Lima 
(PKL) dan pemerintah hanya melakukan penataan dan tidak ada lokasi 
baru.Sedangkan penyusun lebih menekankan kepada implementasi dari relokasi 
yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindustrian Koperasi dan 
UMKM, serta Satpol PP dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).Kenapa 
kemudian pemerintah kota Makassar tidak mengambil contoh kasus diatas untuk 
menata PKL agar tidak kesemrautan yang ada dijalan. 
3. Nur Fitriana Kusumaningtyas, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang 
Klithikan terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi Relokasi Pasar 
Klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta)
12
Menjadi pedagang klithikan adalah 
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alternatif pekerjaan yang dinilai cukup menjanjikan. Banyaknya permintaan pasar 
membuat orang semakin tertarik untuk membuka usaha di pasar klithikan. 
Bertambahnya jumlah PKL klithikan ternyata membawa masalah baru bagi 
lingkungan. Keberadaan PKL telah diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 
2002.Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007 sebagai juklak PP berhasil 
merelokasi pasar klithikan dari Jalan Mangkubumi ke pasar klithikan Pakuncen, 
karena lokasi tersebut dinilai lebih representatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses relokasi yang di dalamnya 
menuai berbagai respon dari pedagang. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dan data yang utuh mengenai 
permasalahan yang diteliti.Data ini diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan 
wawancara secara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Teori Tindakan Sosial (Max Weber) yaitu tindakan yang dilakukan dengan 
mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain dan tindakan tersebut 
merupakan perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti subjektif. 
Hasil analisis menyimpulkan: pertama, lahirnya kebijakan penataan PKL 
disebabkan kurang tertibnya pedagang di wilayah Jl. Mangkubumi. Kedua, awalnya 
beberapa pedagang menilai relokasi sebagai kebijakan yang tidak menguntungkan, 
karena dampaknya seringkali menjadikan sectorin forma termarjinalisasikan.Sebagai 
respon, mereka menggelar aksi demo.Namum, mayoritas pedagang menilai 
kebijakan relokasi sebagai suatu bentuk keberpihakan pemerintah kepada para 
14 
 
pedagang dalam usaha mempertahankan eksistensi pedagang klithikan.Munculnya 
respon yang kedua ini tidak terlepas dari keberadaan “paguyuban” yang berhasil 
menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pedagang.Ketiga, kondisi 
pedagang klithikan pasca relokasi dilihat dari pendapatan, belum mengalami 
kenaikan yang signifikan. Akan tetapi dari sisi yang lain mengalami perubahan yang 
lebih baik dibanding prarelokasi. Kualitas SDM pedagang meningkat setelah 
mengikuti berbagai pelatihan, status pedagang menjadi legal, dan secara teknis, 
perdagangan lebih praktis karena disediakan bunker untuk menyimpan barang pada 
tiap los.Pedagang juga merasa lebih nyaman karena bangunan pasar Pakuncen 
permanen dan lebih representatif. Key words: Respon, Pedagang Klithikan, 
Relokasi.Ia menyimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya 
Pedagang Kaki Lima (PKL), di lain sisi relokasi membawa dampak terjadinya demo 
para pedagang dan termarjinalnya pedagang. Sedangkan penyusun lebih 
menitikberatkan kepada implementasi  relokasi. 
4. Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam tentang 
Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 
Tahun 2002)
13
Trotoar merupakan salah satu tempat untuk berjalan. Namun saat ini, 
trotoar beralih fungsi menjadi lokasi tempat berjualan.Sebelum UPT Malioboro 
berdiri, para pedagang atau yang sering disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
                                                          
13
Miftahul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi 
Kebijakan  Perda  Kota  Yogyakarta  No.  26  Tahun  2002”,  Skripsi  Fakultas  Syariah  dan     




sudah berdiri dahulu. Berjamurnya PKL di trotoar Malioboro dan trotoar Stasiun 
Lempuyangan, menimbulkan masalah baru yang timbul dalam masyarakat dan 
dalam dinas pemerintahan. Seiring dengan banyaknya permasalahan yang timbul 
maka lahirlah Peraturan daerah No.26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki 
Lima yang di dalamnya membahas penggunaan dan fungsi trotoar. Berdasarkan latar 
belakang tersebutpenyusun memfokuskan pokok masalah, yaitu „Bagaimana 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No.26 Tahun 2002 Tentang 
Larangan Berjualan di trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar 
Stasiun Lempuyanagan). 
Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (field 
research) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang 
diinginkan. Data diperoleh dari mengambil sumber data dari Perda No.26 Tahun 
2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, kemudian dikonsultasikan dengan 
pihak yang berkompeten tentang masalah tersebut, kemudian dideskripsikan dan 
dianalisis dengan pandangan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan normatif dan yuridis yakni, menganalisa data dengan menggunakan 
pendekatan melalui dalil atau kaidah hukum Islam yang menjadi pedoman perilaku 
manusia, juga berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan obyek 





Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan diundangkannya 
Perda No.26 Tahun 2002 ini merupakan sebuah hasil yang cukup baik dalam 
pemanfaatan penggunaan trotoar sebagai area untuk pejalan kaki. Namun Perda ini 
tidak cukup kuat dalam mengurangi pedagang kaki lima dan mengembalikan tujuan 
dibuatnya trotoar sebagai lokasi untuk pejalan kaki, Perda tersebut hanya sebatas 
melarang dan menata para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Sedangkan 
dalam pandangan hukum Islam sangat jelas  bahwa mengambil hak orang lain dan 
mengurangi pemanfaatan fasilitas umum untuk keperluan pribadi sangat dilarang 
keras. Islam sangat memperhatikan perlindungan bagi setiap individu baik urusan 
yang bersifat moral maupun materi. Terlebih lagi ketika pihak pedagang, pembeli 
dan pengguna jalan tetap bisa saling mendapatkan haknya masing-masing tanpa 
mengurangi hak orang lain itu akan lebih baik. Pada QS: Al-Baqarah 188 sudah 
dijelaskan bahwa dilarang keras untuk mencari harta dengan cara yang bāṭil. 
5. Nabila Amalia Solikhah, dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam 
terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002   
tentangPelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta”.
14
Pedagang 
Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak 
dalam usaha perdagangan sektor informal.Kegiatan ekonomi ini merupakan 
perwujudan hak masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan 
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hidupnya.Di Indonesia keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) jumlahnya 
mengalami peningkatan seperti yang terjadi di Kabupaten Magelang, sehingga ada 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.untuk mengatasi peningkatan jumlah Pedagang 
Kaki Lima yang membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, 
terganggunya pejalan kaki karena masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
berjualan di trotoar serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Penelitian ini 
memfokuskan pada masalah bagimana implementasi relokasi sebagai upaya 
penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima.Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penyusun menggunakan 
metode deskriptif analitik dalam penelitian ini. Metode tersebut diperoleh melalui 
data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, 
media massa, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan 
objek penelitian penyusun. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan 
pendekatan Yuridis-Normatif dalam artian, suatu masalah dipandang berdasarkan 
sisi hukum kemudian dikaitkan dengan norma yang berlaku.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha ekonomi sektor 
informal dan upaya yang dilakukan pemerintah adalah relokasi.Relokasi adalah 
perpindahan lokasi dari satu tempat ke tempat  tertentu dalam upaya penataan dan 
pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Implementasi relokasi yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magalang sudah sesuai dengan 
18 
 
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Relokasi yang sudah ada yaitu PKL 
Mertoyudan Corner dan PKL Mendut Corner. PKL Mertoyudan Corner berhasil 
karena sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati relokasi dan gagal 
untuk PKL Mendut Corner karena Pedagang Kaki Lima (PKL)  tidak menempati 
relokasi karena tempat relokasi kurang strategis, dan pengunjungnya sedikit 
sehingga barang dagangan mereka tidak laku. 
Adapun perbedaan penelitian saya dengan lima penelitian diatas, yang saya 
jadikan sebagai sumber referensi terletak pada bagaiamana semua skripsi tersebut 
membahas persoalan penanganan dan penyuluhan pedagang kaki lima, rata-rata 
pemerintah daerah memberikan solusi terhadap pedagang kaki lima, sedangkan 
observasi yang selama ini saya lakukan dilapangan tidak ada penanganan yang 
benar terhadap pedagang kaki lima sedangkan persamaan dengan penelitian saya 













A. Tinjuan Teoritis 
1. Kebijakan Publik 
Kata Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu policy, Istilah kebijakan 
adalah sebuah system nilai kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan 
actor atau lembaga yang bersangkutan. Selanjutnya tentang konsep kebijakan, 
secara konseptual sering dikonsepsikan dengan terminology “kebijaksanaan” 
sebagai konsep filsafat yang diterminologikan dengan “wisdom” yang berarti 
“cinta kebenaran”. Konsep “kebijaksanaan” diartikan sebagai suatu “pernyataan 




Budiardjo merumuskan kebijaksanaan sebagai suatu kumpulan keputusan 
yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih 
tujuan-tujuan dan cara-cara unutk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah 
membuat pilihan di antara bebrapa alternatif. Dalam kebijakan akan ditemukan 
sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada dalam proses pengambilan 
keputusan. 
Ketika sejumlah keputusan dikumpulkan maka hal itu akan terwujud sebagi 
suatu kebijakan Perbedaan keduanya berada pada konteks operasional, yang pada 
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hakikatnya mengandung arti yang sama yaitu adanya plihan sejumlah alternatif 
yang dirumuskan atau yang diambil.
16
 
a). Unsur dan Dimensi Kebijakan Pemerintah 
Berbagai kegagalan Implementasi Kebijakan program pemerintah 
sebagaimana menimbulkan keprihatinan para administrasi Public, bentuk 
kewujutan Admistrasi tersebut, di wujudkan dalam inisiasi untuk memahami 
implementasi kebijakan program yang sesungguhnya berjalan.
17
 
Oleh karena itu kebijakan public sering disebut kebijakan publik. Secara 
konseptual, kebijakan publik adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 
dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Konsep ini 
memperlihatkan adanya kandungan 4 unsur pokok yaitu adanya: (1) Usaha, (2) 
Tujuan, (3) Sarana, dan (4) Waktu, serta kriteria yang harus dipenuhi yang terdiri 
dari: (1) Azas dan atau teori, (2) Norma hukum, dan (3) Tujuan yang diinginkan.  
1). Unsur usaha, dalam kebijakan adalah dimaksudkan bahwa kebijakan itu 
terjadi sebagai usaha yang dilakukan, usaha, bisadalam bentuk tindakan (kelakuan 
atau perilaku atau perbuatan) dan bisa dalam bentuk pemikiran seperti pendapat 
ataupun gagasan.  
2). Unsur tujuan, sangatlah penting sebab dengan menegaskan kehendak 
yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah 
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membedakannya dengan tujuan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku non 
pemerintah.  
3). Unsur sarana, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan antara lain, 
tentang besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai. Jika 
sarana lebih besar ketimbang tujuan, hal itu memerlukan pertimbangan rasional. 
Hal yang menyangkut jenis sarana, seperti dalam pemerintahan umum dari yang 
terkecil hingga yang terbesar, dapat disebutkan seperti: subsidi, anggaran, 
perundang-undangan, partisipasi politik, hingga hal yang bersangkut paut dengan 
ketahanan seperti peperangan.  
4). Unsur waktu, dimaksudkan sebagai sesuatu keadaan yang berkenaan 




Selanjutnya ukuran-ukuran suatu kebijakan menurut Hoogerwerf (1983) 
terdiri dari 3 (tiga) ukuran, yaitu:  
1. Azas dan atau teori, Azas secara konseptual adalah aturan tingkah laku 
yang bersifat umum. Termasuk dalam ukuran azas adalah teori yaitu sesuatu yang 
dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang akan diatasi oleh kebijakan.  
2. Norma hukum, dimaksudkan setiap aturan tingkah laku yang secara 
khusus dapat dijadikan dasar dirumuskannya serta dilaksanakannya suatu 
kebijakan.  
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3. Tujuan akhir, hal ini harus dipertimbangkan adanya tujuan awal, tujuan 
jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan ada tujuan jangka panjang. 
Tercapainya tujuan yang dikehendaki adalah disebabkan oleh salah satu sebab 
yang antara lain karena tersedianya atau terpenuhinya sarana yang dipergunakan 
atau sarana yang dibutuhkan.
19
 
b). Kebijakan Pemerintah dalam Lokus Kegiatan 
Pada setiap kebijakan, apapun dimensinya sebagaimana kebijakan 
pemerintah, dalam kegiatannya yang berlangsung secara kontinu yang diawali dari 
isu hingga munculnya isu baru, selalu berada dalam kegiatan dalam tiga lokus, 
yaitu: (1) Perumusan, (2) Implementasi, dan (3) Evaluasi.
20
 
1. Lokus perumusan, lokus ini menempatkan pemahaman terhadap kebijakan 
dari sisi perumusan baik itu dlam konteks system, proses maupun dari sisi analisa.  
2. Lokus implementasi, lokus implementasi kebijakan yang menempatkan 
kebijakan dalam pengaruh berbagai factor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu 
sendiri. 
 3. Lokus evaluasi, evaluasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam 
penilaian atas pelaksanaan dan akibatnya, memberi pemahaman bahwa ada model 
yang dapat dijadikan penilaian baik dalam pelaksanannya maupun akibat yang 
akan terjadi. 
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c). Jenis-Jenis Kebijakan  
Secara tradisional pakar politik mengkategorikan Kebijakan Publik Sebagai 
Kategori sebagai berikut :
21
 
1. Kebijakan Subtantif ( Misalnya: Kebijakan perburuhan , kesejahtraan 
sosial, hak-hak sipil , masalah luar negeri dan sebagainya). 
2. Kelembagaan ( Misalnya kebijakan Legislatife, kebijakan Yudikatif dan 
kebijakan departemen). 
3. Kebijakan Menurut kurun waktu tertentu ( Misalnya : Kebijakan Massa 
reformasi, kebijakan masssa orde baru , dan kebijakan massa orde lama ). 
2. Teori Implementasi Kebijakan 
Implementasi kebijakan secara luas dipandang sebagai tahapan dari proses 
kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Yakni melaksanakan undang-
undang yang mana seluruh aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-
sama untuk melaksanakan atau menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mencapai 
tujuan-tujuan program atau kebijakan.
22
Menurut J. Pressman dan A. Wildavsky 
dalam bukunya Muh. Irfan Islamy dijelaskan sebagai berikut:  
Sementara menurut A. O. Bowman sebagaimana yang dikutip Irfan Islamy 
implementasi kebijakan didefinisikan sebagai sebuah prosesmelaksanakan atau 
mewujudkan suatu keputusan negara (pemerintah) yang otoritatif Ripley dan Franklin 
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dalam bukunya Budi Winarno berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah 
segala apa yang terjadi setelah kebijakan (undang-undang) ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis 
capaian yang nyata (tangible output) .
23
Dari keempat definisi implementasi kebijakan 
tersebut di atas mempunyai persamaan yang cukup kuat, yakni sepakat bahwa 
implementasi kebijakan itu merupakan sebuah proses untuk mewujudkan dan 
mencapai tujuan-tujuan program kebijakan secara nyata. 
a. Model Implementasi Kebijakan 
 
Menurut George C. Edwards dalam bukunya Budi Winarno studi 
implementasi kebijakan adalah sangat krusial bagi publik administration dan public 
policy.32 Winarno sendiri mengatakan bahwa implementasi kebijakan itu merupakan 
bagian dari salah satu kebijakan publik. Implementasi ini berada pada posisi antara 
pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau dampak kebijakan terhadap kelompok 
masyarakat yang dipengaruhi kebijakan tersebut Perhatian atas pentingnya sebuah 
implementasi kebijakan harus sama halnya dengan tercapainya cita-cita yang 
diharapkan. 
Erwards, dalam mengkaji implementasi kebijakan, memulainya dengan 
pengajukan pertanyaan-pertanyaan: pertama, prakondisi-prakondisi atau persiapan 
apa saja yang dibutuhkan sehingga sebuah implementasi kebijakan berhasil?.Kedua, 
hambatan-hambatan utama apa yang mengakibatkan implementasi kebijakan 
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gagal?.setelah itu Erwards mulai menyusun jawaban dari dua pertanyaan itu dengan 
membicarakan empat faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan 
publik: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah 
laku, dan struktur birokrasi. 
24
 
Komunikasi, Secara umum dalam proses komunikasi kebijakan, Erwards 
membahas 3 hal. Yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity).Sebelum semua 
yang bertanggung jawab atas kebijakan mengimplementasikan sebuah keputusan, ia 
harus menyadari bahwa keputusan dan perintah implemetasi keputusan (kebijakan) 
telahbenar-benar dikeluarkan oleh pemerintah. Sebab sering kali ditemukan 
keputusan- keputusan banyak di abaikan karena kesalahpahaman terhadap keputusan 
atau kebijakan yang dikeluarkan.
25
 
Ada beberapa faktor yang menghambat dalam proses mentransmisikan 
perintah-perintah implementasi: (1) pertentangan pendapat antara para pelaksana 
dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan (pemerintah), (2) 
informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi, dan (3) adanya persepsi dan atau 
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Disamping petunjuk-petunjuk pelaksanaan keputusan (kebijakan) harus 
sampai pada para pelaksana kebijakan, mengembangkan komunikasi kebijakan secara 
jelas juga sangat mempengaruhi terealisasinya implementasi sebuah kebijakan. 
Hal yang juga sangat mendukung proses komunikasi yang baik dalam 
implementasi kebijakan adalah konsistensi. Perintah-perintah pelaksanan yang di 
sampaikan ke pada para pelaksana kebijakan harus konsisten dan jelas, jangan sampai 
perintah-perintah pelaksanaan yang disamapaikan bertentangan dengan perintah 
sebelumnya, Jika komunikasi yang dibangun tidak konsisten maka akan membuat 




Sumber-sumber juga menjadi bagian pendukung yang penting dalam proses 
terealisasinya implementasi secara efektif. Sumber-sumber yang dimaksud di sini 
yaitu: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan 
tugas-tugasnya, wewenang dan fasilitas yang mendukung.  
Staf, yang dimaksud ialah staf yang mempunyai kemampuan- kemampuan 
atau keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. 
Jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis akan mendorong implementasi yang 
efektif jika tidak dibarengi dengan keterampilan-keterampilan yang memadai. 
Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan 
akan memunculkan dua konsekuensi: beberapa tanggung jawab secara sungguh-
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sungguh tidak akan dapat dipenuhi dan bahkan tidak akan terpenuhi tepat waktu, dan 
ketidakefisienan. Di sisi lain, jumlah staf yang sedikit juga bisa menghambat proses 
terealisasinya implementasi suatu kebijakan. 
28
 
Jadi, antara kualitas keterampilan dengan jumlah staf harus berbanding lurus 
atau seimbang untuk mencapai pelaksanaan implementasi kebijakan yang 
maksimal.Wewenang, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Dalam pelaksanaan 
implementasi kebijakan akan berbeda-beda bentuk dari suatu program ke program 
yang lain,serta mempunyai banyak bentuk kewenangan yang berbeda pula pada setiap 
pelaksana kebijakan.   
Namun demikian,dalam beberapa hal suatu badan terkadang mempunyai 
kewenangan yang terbatas dan atau kekurangan kewenangan. Maka dibutuhkanlah 
sebuah kewenangan formal atau wewenang di atas kertas untuk lebih memberikan 
kekuatan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan agar bias terlaksana secara 
efektif.41 Sebab hal itu akan sangat membantu agar masyarakat atau lembaga lain 
mengerti bahwa para pelaksana kebijakan bergerak di atas legalitas yang jelas. 
Fasilitas, agar pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan efektif, maka 
dibutuhkan pula fasilitas-fasilitas yang memadai. Seorang pelaksana mungkin 
memiliki staf, keahlian-keahlian yang cukup memadai, paham dengan apa yang harus 
dilakukan, atau bahkan mempunyai wewenang atas tugasnya tanpa ada fasilitas yang 
mendukung, besar kemungkinan pelaksanaan implementasi kebijakan akan tidak 
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berhasil.42 Jadi, fasilitas termasuk bagian penting dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan yang efektif. 
3. Teori Ekonomi Politik 
Istilah Ekonomi politik diambil dari khazanah bahasa Yunani, polis yang 
berarti sebuah kota atau sebuah unit politik, dan oikonomike yang maknanya mengacu 
pada manajemen suatu rumah tangga. Kombinasi kedua kata itu menunjukkan betapa 
erat keterkaitan antara fakta-fakta produksi, keuangan dan perdagangan dengan 
kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan komersial.
29
 
Ekonomi politik, cabang dari ilmu sosial yang kemudian berkembang 
menjadi ekonomi, menitikberatkan pada peningkatan pendapatan negara dan 
peningkatan sumber daya negara. Istilah ekonomi politik mulai digunakan secara 
umum pada abad kedelapan belas dan bermakna cara-cara yang digunakan 
pemerintah untuk mengatur perdagangan, pertukaran, uang dan pajak (secara umum 
apa yang sekarang disebut kebijakan ekonomi).  
Dalam perkembangannya, istilah ini mulai diterapkan pada kajian masalah 
dan persoalan ekonomi lainnya.Ekonomi politik menjadi suatu profesi akademik 
yang diakui dan semakin dipandang sebagai sains. Di beberapa tempat (contohnya, 
universitas-universitas Skotlandia) ekonomi politik masih merupakan istilah yang 
biasa digunakan untuk mengacu kepada apa yang di tempat lain lebih sering disebut 
dengan ilmu ekonomi. Namun, di bawah pengaruh W.S Jevons dan Alfred Marshall, 
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“ilmu ekonomi” sebagian besar telah menggantikan “ekonomi politik” pada akhir 
abad kesembilan belas, kendati sebagian ahli ekonomi tetap membedakan antara 
keduanya dan melestarikan istilah ekonomi politik untuk masalah-masalah 
kebijakan. 
Perbedaan yang paling signifikan di antara keduanya telah dikaitkan dengan 
sejarah Marxisme.Pada tahun 1843 Engels menerbitkan artikel dengan judul “The 
Outline of a Critique of Political Economy”. Dia berpendapat bahwa pemikiran 
pemikiran ekonomi baru, yang mendukung kompetisi dan perdagangan bebas, yang 
dimulai oleh Adam Smith, adalah separuh kemajuan pada hal yang telah berlalu 
sebelumnya namun dengan tidak mempertanyakan kekayaan pribadi, merupakan hal 
yang salah karena telah menutupi kenyataan bahwa kapitalisme bisa mengarah 
kepada kejahatan-kejahatan sosial dan ekonomi. 
Lebih dari tiga puluh lima tahun kemudian, Marx, dalam tulisan-tulisannya 
tentang ekonomi, lebih jauh dan lebih mendalam kritik tersebut dalam karyanya 
seperti Contribution to a Critique of Political Economy. Ekonomi politik yang 
dimaksud Marx menunjuk pada pemikiran ekonomi yang dimulai Adam Smith 
termasuk Ricardo, Malthus dan tokoh ekonomi klasik lainnya.Dalam menggunakan 
istilah tersebut, Marx tidak keluar dari penggunaan umum pada masanya namun 
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Marx dan Engels percaya bahwa ekonomi politik sebagai sains muncul 
seiring dengan kapitalisme sebab sifat ekspolitatif dari sistem-sistem ekonomi 
prakapitalis adalah transparan, mereka tidak memerlukan suatu sains tersendiri 
untuk menjelaskan mereka, hanya ideologi (umumnya agama) untuk melegitimasi 
mereka tetapi watak eksploitasi kapitalis tidak transparan (tersembunyi di balik 
kedok uang dan hubungan pasar), ia memerlukan sains ekonomi (ekonomi politik) 
tersendiri untuk mengungkapkannya. 
Bagi Marx, ekonomi politik ilmiah yang sesungguhnya, untuk membuka 
eksploitasi yang tersembunyi ini, harus memperlajari tidak hanya pertukaran tapi 
juga watak produksi dan buruh. Ilmu ekonomi vulgar menyembunyikan eksploitasi 
kapitalis dengan memperlakukan semua hubungan sebagai pertukaran.Oleh karena 
itu, hal tersebut lebih merupakan ideologi ketimbang sebagai sains. 
Perbedaan ekonomi politik (ilmiah) dan ilmu ekonomi vulgar ini telah 
menjadi konstanta dalam pemikiran ekonomi yang kritis khususnya 
Marxis.Kebangkitan analisis ekonomi Marxis di Eropa Barat dan Amerika Serikat 
dari akhir tahun 1950an dan setelahnya mengambil istilah ekonomi politik sebagai 
semacam simbol. Hal ini merefleksikan keinginan untuk menekankan kembali 
perbedaan- perbedaan metodelogis dengan ilmu ekonomi (vulgar) yang semakin 
merajalela dan juga kebutuhan akan nama sandi di berbagai tempat, seperti di 
Amerika Serikat. Kendati ekonomi politik ini mengungkapkan kepentingan-
kepentingan yang diperbaharui  dalam  persoalan-persoalan  dan  metode-metode  
31 
 
Marx, penggunaan istilah itu menjadi semakin longgar, seringkali sekedar 




Dalam pengertian yang lebih longgar ini, istilah tersebut telah menimbulkan 
daya tarik bagi siapa saja yang pandangan kehidupan ekonominya melampaui 
batasan-batasan yang dipaksakan oleh banyak ilmu ekonomi ortodoks.Sejak sekitar 
tahun 1980 istilah ekonomi politik telah menyebar pada skala yang belum pernah 
terjadi, sebagian kehilangan hubungannya dengan Marxisme.  
Bidang ekonomi politik internasional yang terus berkembang, misalnya, 
cenderung melihat ekonomi politik bukannya secara ekletis sebagai serangkaian 
persoalan yang politik dan ekonomi terjaring dan bisa dijawab melalui pendekatan-
pendekatan ideologis yang berbeda (Liberal, Nasional, Marxis,dll).  
Di lain pihak, sebagian pakar ekonomi, tanpa menjelaskan apa yang mereka 
lakukan sebagai ekonomi politik, telah semakin peduli dengan jenis-jenis persoalan 
yang menyibukkan para pakar ekonomi politik klasik, seperti hubungan antara pola 
buruh dan sistem buruh serta profitabilitas modal. Dengan cara-cara ini pembedaan 
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A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan 
menurut metode ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan 
teknologi baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis sehingga 
dapat dirumuskan teori, proses gejala alam dan sosial.
33
 
Dalam studi penelitian banyak kita temui bermacam-macam jenis penelitian, 
namun apabila dilihat dari cara pendekatannya, maka ada dua model pendekatan 
yang sering digunakn untuk menyiratkan suatu permasalahan dan termasuk dalam 
kategori penelitian ilmiah, model kedua pendekatan tersebut adalah kualitatif dan 
kuantitatif. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki 
karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau 
sebagaimana adanya (Natural Setting) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-
simbol atau bilangan. Penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk 
mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data dalam 
keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja secara sistematik, terarah dan 
dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. 
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Berdasarkan uraian-uraian diatas penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 
rangkaian kegiatan atau proses menyaring data atau informasi yang bersifat 




Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan 
metode ini lebih mudah dilakukan dari pada metode kuantitatif, meskipun 
nantinya banyak membutuhkan waktu dan tenaga dalam menggali data 
dilapangan.Dengan metode kualitatif, maka diharapkan bisa menerapkan langsung 
ilmu pengetahuan yang berdasarkan realitas sosial fenomena yang terjadi 
dilapangan mengenai topik yang diangkat.Peneliti menyoroti masalah yang terkait 
dengan perilaku dan peranan manusia jenis penelitian kualitatif ini dapat 
digunakan untuk meneliti organisasi, kelompok atau individu. Penelitian ini dapat 
dilakukan baik oleh tim peneliti, beberapa orang, maupun satu orang saja.
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B.  Objek Penelitian  
Dalam Objek penelitian ini yang menjadi wilayah penelitian adalah 
pedagang kaki lima (PKL) di Jalan A.Pettarani dan Hertasning. 
C. Sumber Data 
Berdasarkan jenis data sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.Data 
ini diperoleh langsung dari Subyek penelitian dengan menggunkan alat 
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber 
informasi yang dicari. Data primer ini dapat berupa catatan proses atau catatan 
lapangan langsung atau disebut field note, lapangan kegiatan harian juga 
dokumentasi kegiatan yang ada dilokasi penelitian dengan pengorganisasian 
pedagang kaki lima (PKL). 
2. Data sekunder  
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan atau 
referensi yang menunjang dalam penelitian ini. Data sekunder ini berupa buku-
buku, jurnal, ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan pengorganisasian 
pedagang kaki lima (PKL). 
D. Sumber Penelitian 
Sumber penelitian adalah subyek dar mana data dapat diperoleh.Sumber data 
berupa benda, perilaku manusia, tempat dan sebagainya. Berdasarkan sumber data 
itu peneliti memperoleh keteranagan yang berguna untuk mendukung proses 
deskripsi dan analisis penelitian. Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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yaitu orang-oranng yang dimanfaatkan untuk memberiakn informasi atau 
keterangan tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Melalui informan ini 
diharapkan peneliti dapat memperoleh banyak informasi.Diantara informan 
tersebut adalah komunitas PKL, masyarakat dan LSM atau Lembaga terkait. 
2.  Dokumen 
Yaitu berupa tulisan atau cetakan dalam buku, laporan, agenda kegiatan 
pedagang kaki lima (PKL). 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Salah satu tahap yang penting dalam sebuah penelitian adalah kegiatan 
pengumpulan data.Dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami berbagai 
hal yang berkaitan dengan pengumpulan data, yang dalam penelitian kualitatif ini 
dilandasi strategi berfikir fenomologis, yang selalu bersifat lentur dan terbuka 
dengan menekankan analisis induktif. Penelitian kualitatif meletakkan data 
penelitian sebagai alat dasar pembuktian.Tetapi sebagai model dasar bagi 
pemahaman.Karena pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan 
kegiatan yang lebih dinamis. Adapun teknik pengumpulan data yang erat 
kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan peneliti disini ada tiga teknik 
yaitu : 
1. Wawancara  
Adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang 
ingin memperoleh informasi dari seseorang ke orang lainnya dengan mangajukan 
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pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. 
2. Observasi 
Pengamatan (observasi) Pengamatan (observasi) merupakan kegiatan yang 
digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala gejala yang diteliti. Dalam observasi cara yang paling efektif adalah 
melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. 
Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 
digambarkan terjadi di lapangan. Peneliti melakukan kunjungan langsung ke 
lokasi penelitian guna mengumpulkan data secara langsung sebab dengan cara 
demikian, peneliti dapat memperoleh data dengan baik, utuh dan akurat. 
Pengamatan (observasi) dalam arti luas berarti bahwa peneliti secara terus 
menerus melakukan pengamatan atas perilaku seseorang. 
Sedangkan pengertian observasi secara lebih sempit adalah mengamati dan 
mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan 
manipulasi, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat 
untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analisis.Dengan observasi sebagai 
alat pengumpulan data, dimaksudkan observasi dilakukan secara sistematis bukan 
observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja.Dalam observasi ini 
diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang 
disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasi. 
Oleh karena itu teknik pengumpulan data dari hasil observasi ini jauh 
terjamin kevalidannya karena dengan teknik observasi amat kecil kemungkinan 
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informan akan melakukan manipulasi jawaban atau berbohong dalam menjawab 
sebab peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap obyek peneliti yang 
sedang dilakukan.  
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah penelitian benda atau barang-barang tertulis seperti 
buku, majalah, koraan, artikel, foto, surat kabar dan sebagainya. Dokumen 
merupakan bukti tertulis yang meliputi keadaan paguyuban kampong ilmu dan 
kedaan lingkungan masyarakat.Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data sekunder. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 
dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan polamenemukan apa 




Untuk menganganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakn metode 
analisis deskriptif, yaitu penelitian non-hipotesis. Dengan hanya mendeskripsikan 
atau menggambarkan keadaan suatu obyek penelitian berdasarkan faktor-faktor 
apa adanya. Menurut Noeng Muhadjir mengatakan bahwa analisis data merupakan 
upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara 
dan lainnya, metode untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 
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yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 




Menurut Pattan yang dikutip oleh Lexy. J. Moeleng mengatakan 
bahwasannya analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 
Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kulaitatif induktif yaitu dengan 
data dan informasi yang telah dikumpulkan di pisah-pisah dan kemudian 
dikelompokkan sesuai dengan rincian masalah masing-masing. Kemudian data 
dan informasi tersebut dibandingkan-bandingkan antara yang satu dengan yang 
lain, akan tetapi tetap menggunakan proses perfikir. 
Sedangkan secara garis besar, teknik analisis data meliputi 3 langkah yaitu : 
 1. Persiapan Mengecek nama dan mengecek kelengkapan data, mengecek 
isian data. 
2. Tabulasi Penyimpanan data, analisa data untuk tujuan penarikan 
kesimpulan. 
3. Penerapan data yang sesuai dengan pendekatan penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian 
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di 
bagian Selatan Pulau Sulawesi, dahulu disebut Ujung Pandang, yang terletak 
antara 119°24‟17‟38” Bujur Timur dan 5°8‟6‟19” Lintang Selatan. 
-Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
-Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa. 
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros. 
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan 
jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari 
wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah 
utara ke wilayah selatan Indonesia. 
Kota Makassar merupakan daerah pantai dengan ketinggian yang 
bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut yang datar dengan kemiringan 0 - 
5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai. Tallo yang bermuara 
di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. 
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, 
memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota Makassar memang sangat 
strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, 
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Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien 
dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang 
seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk 
draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara 
optimal. 
Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur 
Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak 
dan kondisi geografis, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding 
wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti 
pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.
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1. Luas Wilayah Kota Makassar 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 
143 Kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh 
kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, 
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Luas daerah dan pembagian administrative kota Makassar 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
1 Mariso 1,82 1,04 
2 Mamajang 2,25 1,28 
3 Tamalate 20,21 11,52 
4 Rappocini 9,23 5,26 
5 Makassar 2,52 1,44 
6 Ujung Pandang 2,63 1,5 
7 Wajo 1,99 1,13 
8 Bontoala 2.10 1,2 
9 Ujung Tanah 5.94 3,38 
10 Tallo 5,83 3,32 
11 Panakukang 17.05 9,72 
12 Manggala 24,14 13,76 
13 Biringkanaya 48.22 27,48 
14 Tamalanrea 31.84 18,15 
Jumlah 175,75 100% 
 
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tiga wilayah di Kota 
Makassar yang mempunyai persentase luas wilayah tertinggi yaitu Kecamatan 
Biringkanaya dengan persentase 27,48%, 
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kemudian Kecamatan Tamalanrea dengan persentase wilayah 18,15% dan 
Kecamatan Manggala dengan persentase 13,76%. 
Sedangkan luas wilayah dengan persentase terendah masing masing yaitu 
Kecamatan Mariso dengan persentase wilayah 1,04%,Kecamatan Wajo dengan 
persentase 1,133% dan Kecamatan Bontoala dengan persentase wilayah 1,2%. 
2. Jumlah Penduduk Kota Makassr 
Jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 tercatat sekitar 
1.369.606 jiwa, Persebaran penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 
berikut ini 
Table 1.2 
Jumlah Penduduk Kota Makassar berdasarkan Kecamatan 
NO Kecamatan Jumlah Penduduk Persentase (%) 
Pria Wanita Total 
1 Mariso 28.165 28.165 56.524 4,2 
2 Mamajang 28.892 30.278 59.170 4,3 
3 Tamalate 87.551 89.396 176.947 12,9 
4 Rappocini 74.811 79.373 154.184 11,2 
5 Makassar 40.400 41.672 82.027 6 
6 Ujung Pandang 12.829 14.372 27.201 2 
7 Wajo 14.410 15.220 29.630 2,1 
8 Bontoala 26.580 27.935 54.515 4 
9 Ujung Tanah 23.597 23.532 47.129 3,4 
10 Tallo 67.504 67.279 134.783 10 
11 Panakukang 70.439 71.896 142.308 10,3 
12 Manggala 59 008 59 183 118.191 9,5 
13 Biringkanaya 88.297 88.819 177.116 13 
14 Tamalanrea 51.882 53.352 105.234 7,6 




Berdasarkan tabel 4.2 wilayah yang memilki jumlah penduduk terbesar 
adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk sebanyak 177.116 jiwa, 
sedangkan Kecamatan UjungPandang adalah wilayah dengan jumlah penduduk 
paling sedikit dengan jumlah 27.201 jiwa. 
3. Pendidikan 
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Pembanguan sumber daya manusia (SDM) suatu negara 
menentukan karakter dari pemabangunan ekonomi sosial, karena manusia pelaku 
aktif dari seluruh kegiatan tersebut. 
Perkembangan Indeks Pembanguan Manusia (IPM) memperlihatkan angka 
yang semakin membaik dimana pada tahun 2009 angka IPM sebesar 76,66 
meningkat menjadi 77,41 pada tahun 2010. Angka tersebut meningkat pada tahun 
2011 sebesar 78,08 (BPS, 2012).
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b. Pendidikan Umum 
Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 
masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk melihat 
perkembangan pendidikan secara makro antara lain dapat dilihat ketersediaan 
sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang telah bersekolah dan angka 
partisipasi sekolah. 
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Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terus diupayakan, sebagai 
konsekuensi dari meningkatnya jumlahpenduduk usia sekolah, dan dengan 
diberlakukannya program wajib belajar 9 tahun. Upaya ini ditujukan agar 
pelayanan pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan 
menuju standar yang diharapkan. 
Dalam penyelenggaraan pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah 
dan swasta kota makassar, maka pada tahun 2012 jumlah sekolah dasar sebanyak 
448 unit dengan jumlah guru sebanyak 5.747 orang dan jumlah murid sebanyak 
148.179. untuk jenjang SMP sebanyak 172 unit sekolah dengan jumlah guru 
sebanyak 4.368 orang dengan jumlah murid sebanyak 59.878 orang. Sedangkan 
untuk jenjang SMA terdapat 110 unit sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.589 
orang dengan jumlah murid sebanyak 41.738 orang.
41
 
Kota makassar yang merupakan pusat pendidikan di kawasan timur 
indonesia terdapat tiga unit perguruan tinggi negeri yang sangat terkenal, yaitu 
Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM), dan 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Pembangunan urusan pendidikan telah meningkatkan layanan pendidiakn 
masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan adanya peningkatan pencapaian sasaran 
Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tahun 2008 dengan penduduk usia SD (7-
12tahun) tercatat 97,89 %, usia SLTP (13-15 tahun) sebesar 86,79 % dan usia 
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SLTA (16-18 tahun) mencapai 65,86%. 
4. Sejarah Singkat Kota Makassar 
Kota Makassar sebagai salah satu daerah kota di lingkungan provinsi 
sulawesi selatan secara yuridis formil didasarkan pada undang-undang nomor 29 
tahun 1959 tentang pembentukan daerah –daerah tingkat II di Sulawesi, 
sebagaimana yang tercantum dalam lembaran negara republik indonesia nomor 
1822 selanjutnya kota makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara tahun 
1965 Nomor 94), dan kemudiaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 




Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi 
jung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan 
mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan 
Pangkaje‟ne‟ dan Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 
Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan 
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Pangkaje‟ne‟ dan Kepulauan dalam lingkup 
Daerah Sulawesi Selatan.Pada pekembangan selanjutnya nama Kota Ujung 
Pandang dikembalikan menjadi kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung 
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Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang 
didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan 
budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum, dan pelaku bisnis. 
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Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaiman 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar 
yaitu tanggal 9 November 1597. 
5. Visi dan Misi Kota Makassar 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian visi jangka 
panjang sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah kota makassar nomor 
13 tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJD) kota 
makassar 2005-2025, yakni ”Makasssar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, 
Budaya, dan Jasa yang berorientasi global, Berwawasan Lingkungan dan Paling 
Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 
2009. 
Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 
14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-
2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 
Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Makassar Tahun 2005-2010 yakni ”Makassar Kota Maritim, Niaga dan 
Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi”, sehingga untuk menjamin 
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konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat 
dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu.
44
 
Maka Visi Kota Makassar adalah ”Makassar Menuju Kota Dunia 
Berlandas Kearifan Lokal”. Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar: Pertama, 
yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, 
terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, 
nasional, dan global. 
Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural 
dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan 
keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak 
meninggalkan nilai- nilai yang menadi warisan sejarah masa lalu. 
Selanjtunya, Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi jangka 
panjang dan sikap dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, sehingga 
tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan kewenangan otonomi 
daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah serta memperhatikan perkembangan. 
Lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasan Timur Indonesia, 
serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat dan 
martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 
sebagai berikut: ”Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan yang 
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Bermartabat dan Manusiawi”, Visi Tersebut mengandung makna: 
1. Terwujudnya Kota Maritim yang tercermin pada tumbuh 
berkembangnya budaya bahari dalam kegiatan sehari-hari dan dalam 
pembangunan yang mampu memanfaatkan daratan maupun perairan secara 
optimal dengan tetap terprosesnya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya; 
2.  Terwujudnya atmosfir perniagaan yang aman, lancar, dan mantap bagi 
pengusaha kecil, menengah maupun besar; 
3.  Terwujudnya atmosfir pendidikan yang kondusif dalam arti adil dan 
merata bagi setiap golongan dan lapisan masyarakat, yang relevan dengan dunia 
kerja, yang mampu meningkatkan kualitas budi pekerti dan relevan dengan 
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); 
4.  Terwujudnya Makssar sebagai kota Maritim, Niaga, dan Pendidikan ini 
dilandasi oleh martabat para apart. 
Pemerintah Kota, warga kota dan pendatang yang manusiawi dan 
tercermin dalam peri kehidupannya yang menjaga keharmonisan hubungan 
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 
manusia dengan alam. 
Berdasarkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2010 yang pada 
hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Makassar Tahun 





1. Mengembangkan kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi 
kepentingan lokal, regional, nasional, dan internasional. 
2. Mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui optimalisasi 
potensi lokal. 
3. Mendorong peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan pelayanan 
pendidiakn, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 
4. Mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama 
berbasis kemajemukan masyarakat. 
5. Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, berih dan berwibawa 
melalui peningkatan profesionalisme aparatur. 
6. Mendorong terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tertib lingkungan. 
7. Peningkatan infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
6. Strategi dan Arah Kebijakan Arah Daerah 
Dalam mengembang Misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, 
maka Pemerintah kota Makassar menetapkan strategi dasar pembangunan yakni 
”Meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mendukung terciptanya 
pemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya Kota Makassar sebagai pusat 
keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengeteahuan dan teknologi 
yang intinya mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas”. 
Sesuai dengan strategi dasar tersebut, maka daam rencana strategis (Renstra) yang 
telah disempurnakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Pemerintah Kota Makassar, dirumuskan pokok-pokok kebijakan yang 
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menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan dalam meberikan 
pelayanan kepada masyarakat yaitu:
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1. Pembangunan Kualitas Manusia; 
2. Pembangunan Daya Saing Ekonomi Daerah; 
3. Pengembangan Kawasan, Tata Ruang dan Lingkungan; 
4. Pembangunan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 
5. Pembangunan Politik Hukum dan HAM 
7. Pemerintahan 
Dalam mengembang Misi untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, 
maka Pemerintah kota Makassar menetapkan strategi dasar pembangunan yakni 
”Meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mendukung terciptanya 
pemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya Kota Makassar sebagai pusat 
keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengeteahuan dan teknologi 
yang intinya mengembangkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas”. 
Seacara administrasi, Kota Makassar terbagi menjadi 14 kecamatan yang 
meliputi 143 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT. Dengan luas wilayah 175,77 km2, 
dimana Keacamatan Biringkanaya mempunyai luas wilayah yang sangat besar 
yaitu 48,22km2 atau luas kecamatan tersebut merupakan 27,43% dari seluruh luas 
wilayah Kota Makassar dan Kecamatan Mariso merupakan kecamatan dengan luas 
wilayah terkecil yakni 1,82 km2 atau 1,04% dari luas wilayah Kota Makasar. 
                                                          
45
 Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 
Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html ( 12 Januari 2019) 
51 
 
Unutk kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota Makassar adalah 
Kecamatan Biringkanaya dengan jarak 12 km sedangkan yang terdekat dari 
ibukota adalah kecamatan Makassar.
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Mengenai jumlah penduduk, pada tahun 2009 luas wilayah Kota Makassar 
memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.235.239 
Jiwa, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 1.253.656 jiwa dan pada tahun 
2011 sebanyak 1.272.349 jiwa. Laju pertumbuhan Kota Makassar dari tahun 2000-
2011 yakni 1,63%. Rasio anatar penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan 92,17% dimana jumlah laki-laki sebanyak 610.270 jiwa dan 
perempuan662.079 jiwa. 
 Konsentrasi kepadatan penduduk berada di kecamatan Tamalate dengan 
jumlah penduduk 154.464 jiwa sementara kecamatan yang paling sedikit jumlah 
penduduknya adalah kecamatan Ujung Pandang. 
Jumlah aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil kota makassar baik 
goongan I pada tahun 2010 sebanyak 113 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 
121 orang, golongan II pada tahun 2010 sebanyak 1.371 dan menurun menjadi 
1.352 orang pada tahun 2011, golongan III sebanyak 7.017 orang pada tahun 2010 
sebanyak 3.035 orang dan meningkat menjadi 3.779 orang di tahun 2011. Dari 
keempat golongan PNS tersebut terdapat 24 orang yang bereselon II ditahun 2010 
dan tahun 201 menurun akibat adanya perampingan struktur sehingga menjadi 21 
                                                          
46
 Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah 




Untuk Eselon III sebanyak 128 orang ditahun 2010 dan menurun menjadi 
110 orang ditahun 2011, sedangkan untuk eselon IV sebanyak 9496 orang ditahun 
2010 dan meningkat ditahun 2011 menjadi 10.453 orang. Jumlah eselon ini 
ditempatkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk dinas. 
Sebanyak 14 lembaga tahun 2010 dan meningkat 17 lembaga tahun 2011, 
kantor sebanyak 5 lembaga, badan berjumlah 3 buah ditahun 2010 dan meningkat 
menjadi 5 badan hasil dari pemekaran badan BPM dan KB. Unit Pelaksana Teknis 
(UPTD) sebanyak 20 lembaga dan dikoordinir oleh 3 Asisten. 
Kota Makassar yang bukan hanya sebagi pintu gerbang juga sebagia pusat 
pelayanan di Kawasan Timur Indonesia berpeluang dalam pengembangan 
khususnya pelayanan pada sektor perhubungan laut dan udara yang telah giatnya 
melakukan sinergitas antar sektor-sektor baik pada bidang perdagangan, 
pendidikan, kesehatan, pariwisata, perindustrian, pertanian dan perkebunan yang 
akan memacu perkembangan roda ekonomi Makassar. 
B. Bentuk Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Penataan 
Pedagang kaki lima di Makassar 
1. Penataan Pedagang Kaki lewat Polisi Satuan Pamong Praja 
Dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004, juga dijelaskan 
pada Bab IV tentang Ketentuan Larangan pada pasal 8, disebutkan bahwa: 
1) Penempatan bangunan hanya diperuntukkan kepada pedagang sektor 
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informal (PKL) seperti, Pedagang asongan, Pedagang Es/Es buah 
keliling, pagandeng, loper Koran, warung makan/ kopi dan lain-lainnya. 
2) Bagi pedagang yang jenis usahanya tidak tergolong PKL seperti Usaha 
Foto Copy, Wartel, Warnet/ Toko Buku, Toko Klontong, Bengkel, 
Bahan Bangunan, Tempat Cud Kendaraan Roda Empat dan Dua dan 




Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka pada prinsipnya Polisi Pamong 
Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Urban yang 
melanggar peraturan tersebut, melihat tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak 
Peraturan Daerah. 
Menurut Abd. Rahim selaku Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman 
Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar. 
“Menyangkut Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar dan 
Khususnya di Kecamatan Rappocini personil kami selalu melakukan patroli 
setiap hari di setiap lokasi atau titik-titik yang biasa di gunakan para 
pedagang berjualan dan kami juga selalu mensosialisaikan tempat yang 
diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan aktifitas berjualan kepada para 
pedagang yang berada di wilayah kecamatan Rappicini. Namun masih sering 
kita dapati para pedagang yang nakal yang masih suka menempati lokasi 
yang dilarang melakukan aktifitas berjualan, meskipun kita sudah melakukan 
berapa kali teguran, tapi masih juga para pedagang ini tetap melakukan 
aktifitas berjualannya dilokasi yang dilarang oleh pemerintah kota Makassar 
khususnya pemerintah kecamatan Rappocini” 
Kemudian Abd.Rahim juga kembali menegaskan bahwa: 
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“Meskipun Kondisi dan Perilaku para Pedagang  di Kota Makassar 
khususnya di Kecamatan Rappocini masih ada yang melanggar terutama 
pada lokasi yang dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Kota Makassar dan 
khususnya pemerintah Kecamatan Rappocini, tetapi Kami akan tetap 
melakukan sosialiasi, patrol keliling, dan kami akan tetap mengajak para 
pedagang Urban ini, agar Menjual di lokasi yang sudah di  tetapkan oleh 
pemerintah Kota Makassar dan pemerintah kecamatan Rappocini itu sendiri, 
Intinya kami menginginkan para pedagang urban ini menempati lokasi-lokasi 
yang sudah di tetapkan oleh pemerintahsetempat” 
Berdasarkan peraturan tersebut di atas maka pada prinsipnya Polisi Pamong 
Praja berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Urban yang 
melanggar peraturan tersebut, melihat tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak 
Peraturan Daerah. 
Dalam proses penertiban berdasarkan data-data dari Polisi Pamong Praja 
Kota Makassar, langkah-langkah yang dilakukan melalui: Teguran Minimal 3 kali 
peneguran, Surat Peringatan, pendekatan secara persuasif, dan langah alternatif 
paling terakhir yaitu penyitaan barang jualan/dagangan atau penertiban secara paksa. 
Namun, demikian Polisi Pamong Praja Kota Makassar juga mengalami dilema antara 
penegakan Peraturan Daerah dan di satu sisi adalah Faktor Kemanusiaan dan hidup 
yang layak bagi para pedagang Urban ini. 
Berdasarkan hal tersebut Polisi Pamong Praja Kota Makassar sangat 
mengharapkan Kerjasama yang baik dari pedagang Kaki Lima itu sendiri yaitu saling 
mendukung antar satu sama lain khususnya kepada para pedagang Kaki Lima ini 
agar menempati lokasi berjualan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kecamatan 
Rappocini kota Makassar. 
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2. Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang di lakukan Oleh Kantor       Kecamatan 
Rappocini 
Pembinaan yang di laksanakan oleh pemerintah Kota Makassar juga di 
lakukan oleh Camat Rappocini, ini di karenakan setiap Camat yang di dalam 
terotirial wilayahnya terdapat Padagang Kaki Lima di Berikan Intruksi Oleh Wali 
Kota Makassar Bapak Ramdhan Pomanta Agar dapat di Laksanakan Pembianaan.  
Pedagang Kaki Lima sangatlah Banyak yang berjualan di Kawasan Rappocini 
teruma di Jalan Hertasning, Camat Rappocini  sering Melaksakan diskusi dan 
pengarahan terhadap pedagang kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jalan 
Hertasning agar dapat menjaga kebersihan di wilayah jualan mereka sesuai dengan 
Program Kerja Kota Makassar yaitu Makassar Tidak Rantasa .  
Menurut Sulyadi Perdana Putra selaku Sekcam sekaligus PLT Camat 
Rappocini Kota Makassar mengatakan bahwa: 
“Pedagang Kaki Lima yang datang berjualan di Kecamatan Rappocini setiap 
tahunnya semakin bertambah, kehadiran mereka juga memberikan dampak 
positif dan negatif bagi kecamatan Rappocini  itu sendiri, Dampak positifnya 
lokasi berjualannya yang mudah dijangkau oleh masyarakat Rappocini, 
sedangkan dampak negatifnya, karena lokasi berjualan mereka yang kadang 
melanggar dari aturan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan dan 
mengakibatkan kemacetan yang ada di jalan hertasning dan AP Pettarani”. 
 
Kehadiran para Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Rappocini 
memang saat ini menjadi Fenomena baru bagi Aparat PemerintahKecamatan 
Rappocini dan Seluruh Pedagang Urban dan bahkan belum banyak penelitian yang 
dilakukan tentang Pedagang Urban ini, Terutama, Pedagang Urban di Kota Makassar 
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dan Khsusnya di Kecamatan Rappocini itu sendiri. 
Menurut, Sulyadi Perdana Putra Selaku Sekcam sekaligusPLT Camat: 
Pedagang Kaki Lima yang berjual di sepanjang jalan Hertasning dan jalan Ap 
Pettarani merupakan pedagang kecil yang tidak cukup modal untuk menyewa 
dan membeli tempat yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kota Makassar. 
Pedagan Kaki Lima yang berjualan di jalan Hertasning merupakan pedagang 
yang tidak tetap mereka melakukan penjualan biasa berada pada jam 4 sore 
sampai tengah malam adapun jualan mereka beragam mulai dari buah-
buahan sampai makanan sedangkan pedagang yang berjualan di kawasan 
jalan AP. Pettarani merukan pedagang tetap yang tempat berjualan meraka 
biasa di jadikan tempat tinggal bagi meraka. 
 
Banyak orang-orang berpandangan bahwa kehadiran pedagang kaki 
lima/pedagang , sebagai korban dari langkahnya kesempatan kerja yang produktif di 
kota. Ia dipandang sebagai suatu jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses 
urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa – kota yang besar, pertumbuhan 
penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat dalam sector 
industry, dan persiapan teknologi impor yang padat modal dalam keadaan kelebihan 
tenaga kerja. 
Fenomena Kehadiran Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Rappocini, 
memang saat ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah kecamatan 
Rappocini itu sendiri Mengingat, Kecamatan Rappocini mempunyai potensi yang 
menguntungkan dalam hal perekonomian kerakyatan dimana Kecamatan Rappocini 
adalah Kawasan Pendidikan dan bismis dan merupakan jalan pusat yang ada di kota 
Makassar, Sehingga Kecamatan Rappocini  menjadi sasaran utama bagi para 
pedagang Pedagang Kaki Lima Berada dalam wilayah Kota Makassar yang 
menjadikan Kecamatan Rappocini sebagai Tempat Mata Pencahariannya. 
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Pemerintah kota makaassar sedang memikirkan solusi terhadap pedagang kaki 
lima yang berada di jalan hertasning dan AP Pettarani mengigat jalan 
tersebut merupakan jalan protocol dan merukan jalan utama yang ada di kota 
Makassar yang menhubungkan semua jalan penting yang ada di kota 
Makassar , banyaknya pedang kaki lima yang berjualan di jalan tersebut 
biasanya menimbulkan kemacetan pada saat sore hari yang merupakan jam 
pulang kerja dan melalui kedua jalan tersebut, pemerintah kota Makassar 
sedang mencari solusi dalam penanganan dan relokasi pedagang kaki lima di 





Kemudian Sulyadi Perdana Putra Sekcam sekaligus PLT Camat menegaskan 
bahwa: 
“disamping itu kami juga tetap melakukan dialog dengan para pedagang Kaki 
Lima di Rappocini khususnya tetap mengingatkan lokasi-lokasi yang boleh dan 
tidak boleh digunakan aktifitas berjualan dan Kami juga mensosialisasikan, 
KPenerapan Program Baru dari Pemerintah Kota Makassar, Program 
MakassarTA‟ Tidak Rantasa‟ dan Program LISA (Lihat Sampah Ambil) 
kepada seluruh masyarakat Kecamatan Rappocini termasuk bagi Pedagang 
Kaki Lima yang Berjualan”. 
 
Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. Ryaas Rasyid, bahwa Menjalankan suatu 
pemerintahan tidak lepas dari persoalan- persoalan yang menuntut segera dicarikan 
cara pemecahannya. Apa bila pemerintahan dijalankan oleh pimpinan yang baik dan 
beretika, yang menganggap rakyatnya sebagai mitra, maka akan terjadi dialog positif 
untuk merumuskan sesuatu sekaligus memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 
Perundingan dan dialog antara pemerintah dengan rakyatnya harus terus berlangsung 
dengan baik. 
3. Kordinasi dan antar Pedagang Kaki Lima 
 Kordinasi dan antar pedagang kaki lima yang di lakukan oleh pemerintah 




Kota Makassar, tidak hanya di limpahkan kepada Kantor kecamatan yang di 
wilayah terotorialnya banyak di tempati oleh pedagang Kaki lima pemerintah kota 
makassar lewat Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) sedang memikirkan 
Kebijakan yang tepat terhadap pedagang kaki lim . 
Perintah Kota Makassar tidak ingin langsung melakukan kebijakan 
penggusuran terhadap Pedagang Kaki lima yang berjualan Di sepangjang jalan di 
Kota Makassar Hal  ini sejalan dengan wawancara denga Nuryanto Liwang 
Diregtur PD Pasar 
Pemerintah kota makassar sementara mencarikan lokasi yang tepat agar 
nanti pedagang kaki lima mempunyai tempat dan lokasi yang strategis 
agar nantiya pedagang kaki lima yang berjualan mepunyai tempat yang 
layak dan tidak mengganggu lalu lintas 
 
Lebih lanjut Nuryanto Liwang Menambahkan  
Pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan AP.Pettarani 
nantinya di berikan tempat yang memadai, adanya tempat yang nantinya 
di tempati pedagang kaki lima nantinya juga akan menambah retribusi 
pemerintah Kota Makassar. 
Pemerintah Kota makassar juga sering memberikan sosialisasi terhadap 
Pedagang Kaki lima, Pemerintah Kota Makassar berharap agar pedagang Kaki 
Lima tidak bertambah lagi dan menambah kemacetan yang ada di Jalan 
Hertasning, Perusahan Daerah Pasar (PD Pasar) sering terun kelapangan untuk 
memberikan pembinaan pedagang kaki lima hal ini sejalam dengan wawancara 
dengan Firmansyah 
Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang jalan Hertasning di 
berikan Kordinasi agar menjaga kebersihan dan juga menaati rambu-
rambu lalu lintas yang ada pedagang kaki lima tidak boleh berjualan 
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terlalu masuk ke dalam ruang jalan agar tidak menggangu pengguna 
jalan. 
 
Lebih Lanjut Andi Nurbayati Menambahkan 
Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang jalan Hertasning tetap 
di izinkan sampai ada lokasi yang di sediakan oleh pemerintah, 
pemerintah juga melarang pedagang kaki lima yang ingin masuk 
berjualan di lokasi tersebut karena akan menambah banyak masalah 
 
Dari berbagai wawancara diatas peneliti dapat Menganalisa bahwa pemerintah 
Kota Makassar Memberikan banyak pembinaan terhadap pedagang kaki lima yang 
berjualan di sepenjang jalan hertasning pemerintah Kota Makassar makasssar 
sering turun ke jalan untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi terhadap 
pedagang kaki lima agar nanti setelah di dapatkan tempat yang permanen agar 
tidak berjualan di pinggir jalan lagi. 
C. Respon Masyarakat terhadap Penataan Pedagang kaki lima di Kota 
Makassar 
1. Respon Masyarakat Kota Makassar yang setuju dengan ada Pedagang Kaki 
Lima di Jalan Kota Makasar 
Peneliti mendapatkan persepsi yang beragam dari masyarakat terhadap 
pedagang kaki lima di Kota Makassar khusunya yang berjualan di emperan jalan 
hertasning dan AP.Pettarani. Mengenai sebutan pedagang kaki lima, menurut 
masyarakat pedagang yang dinamakan PKL karena pedagang tersebut berjualan di 
pinggir jalan atau di emperan toko. Hal ini sudah sesuai dengan definisi pedagang 
kaki lima dari berbagai sumber yaitu pedagang yang menggelar dagangannya di 
pinggiran jalan atau trotoar yang memiliki lebar 5 kaki/feet (± 1,5 m. Masyarakat 
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mengakui mereka sering bertransaksi di pedagang kaki lima dan mereka juga 
mengatakan merasakan manfaat dari keberadaan PKL. Bagi mereka berbelanja di 
pedagang kaki lima lebih mudah dan praktis dibandingkan berbelanja di toko atau 
supermarket karena posisinya yang langsung di pinggir jalan sehingga ketika ingin 
berbelanja tidak perlu ribet parkir dan terkadang mereka tidak turun dari 
kendaraan.  
Sedangkan jika mereka berbelanja di toko, mereka harus memarkirkan 
kendaraan mereka dengan sahaja kemudian berjalan masuk ke toko, dan saat 
selesai berbelanja mereka harus membayar uang parkir Rp.1000,- walaupun 
terkadang mereka hanya berbelanja barang yang ringan seperti minuman, rokok, 
atau yang lainnya. Tentu hal tersebut sangat menjengkelkan bagi sebagian 
masyarakat, terutama yang kelas ekonomi bawah dimana uang Rp.1000,- sangat 
berharga bagi mereka.  
Selain itu, masyarakat juga mengatakan bahwa harga hal ini sejalan dengan 
hasil wawancara dengan Syamsuddin Basri. 
Terus terang saya sering berbelanja di pedagang kaki lima yang berada di 
hertasning di karenakan saya mudah mengakses penjual tersebut saya 
tidak perlu turun dari mobil cukup membuka kaca dan bertransaksi 
dengan penjual saya akui pola berbelanja seperti ini dapat menimbulkan 
kemacetan apa lagi waktu berbelanja biasanya pada saat sore hari di 




Hal ini juga sejalan dengan wawancara Andi Ardio Syam 
Saya sering berbelanja di pinggiran jalan hertasning di karenakan rumah 
saya berada di perumahan puri taman sari sewaktu saya pulang kerja saya 
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biasanya membeli beberapa buah untuk di bawa pulang kerumah kenapa 
kemudian saya berbelanja di pinggir jalaan di karenakan di kalua saya 
pergi ke pasar membutuhkan waktu yang lama saya akui membeli di 
pinggir jalan merupakan hal yang salah karena banyak rambu lalu lintas 
yang saya langgar banyak rambu jalan yang melarang untuk berhenti 




Dari hasil wawancara diatas peneliti sangat menganalisa bahwa factor yang 
mempengaruhi pengendara untuk membeli di pedagang kaki lima yang bertempat 
di jalan hertasning di karenakan kemudahan meraka untuk menyakses dan 
melakukan transaksi di Sana meraka tidak perlu turun dari mobil dan membayar 
biaya parker untuk bertransaksi disana. 
Respon positif lainnya dari pedagang kaki lima menurut masyarakat adalah 
pekerjaan PKL merupakan penyelamat masyarakat kecil dalam kondisiperekonomian 
di Indonesia yang buruk atau tidak menentu. Mereka mengatakan sekarang ini 
mencari pekerjaan khususnya di Kota Makassar sangat sulit karena lapangan 
pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada, 
sehingga menurut mereka wajar jika banyak masyarakat memutuskan untuk menjadi 
pedagang kaki lima sebagai alternatif, karena PKL tidak terlalu banyak membutuhkan 
modal. Oleh karena itu mereka berharap kepada pemerintah lebih memperhatikan 
rakyat kecil, salah satunya dengan menciptakan atau menyediakan lapangan kerja 
yang cukup. 
Hal ini di benarkan wawancara dengan Alfian Kamaruddin  
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Saya berjualan nasi kuning di emperan jalan hertasning sudah sejak setahun 
belakangan, saya berjualan disini di karenakan sulitnya mendapatkan 
pekerjaan yang tetap di kota makassar apa lagi latar belakang pendidikan 
saya Cuma Sma jadi salah satu jalan untuk tetap bertahan hidup yah 
berjualan disini. Saya akui saya berjualan disini tidak benar namun saya 
tetap membayar repribusi entah retribusi itu masuk dalam kas pemerintah 
namun banyak pihak yang sering menagih retribusi di saya
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Hal ini di benarkan dengan wawancara dengan Angga Saputra 
Saya berjualan disini di karenakan saya tidak mempunyai cukup modal untuk 
menyewa toko di tempat yang di tentukan , saya akui tempat saya berjualan 
merupakan tempat yang tidak tepat namun saya mempunyai saran terhadap 
pemerintah untuk memberikan lahan yang strategis dan sewa toko yang tepat 
untuk kami berjualan percuma kemudian saya di berikan tempat namun 
kalaau tidak strategis kan lucu, nanti jualan kami tidak laku
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Dari hasil wawancara di atas penulis menganalisa bahwa kebanyakan penjual 
yang berjualan di trotoar dan emperan jalan di jalan hertasning di karenakan 
kebanyakan penjual yang berjual di kawasan tersebut merupakan penjual yang tidak 
mempunyai cukup modal untuk menyewa toko ataupun tempat yang di tetapkan oleh 
pemerintah apalagi menurut penjual tempat yang mereka tempati merupakan jalan 
protocol dan jalan strategis yang berada di kota Makassar sedikit banyaknya 
berpengaruh terhadap laris tidaknya jualan meraka. 
2. Respon Masyarakat Yang tidak setuju dengan Pedagang kaki Lima di jalan 
Kota Makassar 
Akan tetapi, keberadaan pedagang kaki lima diakui oleh masyarakat dapat 
menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah keberadaan pedagang 
                                                          
51
 Wwancara dengan Alfian Kamaruddin pada tanggal 24 Juni 2018. 
52
 Wawancara dengan Angga Saputra pada tanggal 24 juni 2018. 
63 
 
kaki lima dapat mengganggu ketertiban dan kebersihan kota karena kondisi mereka 
yang sembraut dan tidak tertata dengan rapi, sehingga dapat mengganggu keindahan 
Kota Makassar. Menurut masyarakat para PKL juga sering membuang sampah 
sembarangan dan tidak membersihkan sampah-sampah di sekitar tempat dagangan 
mereka bahkan ada yang membuang sampah ke selokan-selokan sehingga dapat 
menyumbat saluran air tersebut dan mengganggu kebersihan kota secara umum. Hal 
tersebut tentunya sangat mengganggu dan berdampak negatif terhadap berbagai 
aspek, khususnya kebersihan dan ketertiban Kota Makassar, hal ini di benarkan 
dengan wawancara dengan Nuryanto G. Liwang yang merupakan Direktur PD Pasar 
53
 
Pedagang kaki lima yang berjualan di emperan jalan hertasning 
menimbulkan banyak masalah selain kemacetan yang di karenakan 
banyaknya pembeli yang sembarang memakirkan kendaraan mereka di 
pinggir jalan selain itu kebersihan di lokasi berjual mereka juga bermasalah 
banyak pedagang yang membuang sisa dan limbah jualan mereka di solokan 
di sekitar mereka hal tidak sejalan dengan program pemerintah yang ingin 
menjadikan makassar sebagai kota dunia dengan langkah meningkatkan 
kebersihan kota dan mengelola kota makassar lebih baik lagi 
Dan juga wawancara Nuryanto G. liwang yang merupaka direktur PD Pasar. 
Kami dari pemerintah kota makassar sedang memikirkan kebijakan yang 
tepat untuk rekolasi pedagang kaki lima yang berjualan di semua troar yang 
berada di kota makassar, pemerintah kota makasssar tidak ingin mematikan 
mata pencaharian dari pedagang kaki lima yang berjualan di emperan jalan 
kota makassar, pemerintah kota makassar sedang mimirkan kebijakan yang 
tepat untuk menata pedang kaki lima yang berjualan di empran jalan di kota 
Makassar. 
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Masyarakat juga mengatakan keberadaan pedagang kaki lima dapat 
mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di jalan Kota 
Makassar. Hal ini dikarenakan lokasi tempat mereka berdagang rata-rata tidak 
memiliki lahan parkir kendaraan sehingga pembeli yang ingin bertransaksi di PKL 
sering memarkirkan kendaraan mereka di badan jalan sehingga dapat mengganggu 
kelancaran arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan. Mengenai penggusuran 
pedagang kaki lima oleh Satpol PP masyarakat kurang setuju karena merasa kasihan 
terhadap nasib para PKL tersebut. Sebagian besar PKL tersebut adalah masyarakat 
miskin yang tidak memiliki pekerjaan lain, sehingga jika digusur mereka akan 
kehilangan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
keluarga mereka. 
Hal ini dibenarkan dengan wawancara dengan Muhammad Fitrah Al-Qadri
54
 
Pedagang kaki lima yang berjualan di jalan hertasning dan AP.Pettarani 
menimbulkan berbagai persoalan baik itu kebersihan kota dan kemacetan 
yang di sebabkan banyaknya pembeli yang memakirkan kendaraan meraka di 
tempat yang tidak semestinya pemerintah juga ambigu terhadap hal ini 
jikalau pedagang kaki lima di gusur maka mata pencaharian merak akan 
hilang dan menimbulkan masalah baru yaitu meningkatnya pengangguran 
baru namun jikalau tidak di relekoasi persoalan kemacetan di jalan 
hertasning dan AP.Pettarani sulit teratasi apalagi punjual yang berjualan di 
depan AP.Pettarani yang biasa di sebut PK5 pengandara yang kebanyakan 
merukan pengendara motor memakirkan kendaran meraka dan hambir 
mengambil seluruh jalan yang ada di jalan AP. Pettarani 
Oleh sebab itu, responden berharap kepada pemerintah dapat membuat 
kebijakan yang baik agar tidak merugikan masyarakat kecil seperti para pedagang 
                                                          
54




kaki lima, jika melakukan penggusuran dengan tujuan menertibkan kota maka 
pemerintah harus memikirkan solusi lain atau memindahkan lapak PKL ke lokasi 
















KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis 
akan menguraikan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. 
Pertama, kesimpulan yang berisi uraian singkat dari hasil penelitian mengenai, 
Implementasi Kebijakan Penanganan Pedagang Kaki Lima Di Jalan AP. Pettarani 
Dan Jalan Hertasning Di Kota Makassar Kedua, saran-saran yang berisi masukan 
yang sifatnya membangun.Terdapat beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu 
sebagai berikut  
1. Adapun upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk melakukan penanganan 
terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan hertasning dan 
AP.Pettarani adapun respon pemerintah adalah sering kali melakukan 
penertipan yang di laksanakan oleh satuan polisi pamung praja dan mediasi 
yang di lakukan oleh pemerintah melalui pemerintah kecamatan untuk 
penataan pedagang kaki lima adapun upaya pemerintah sementara 
menyiapkan lokasi bagi pegadang kaki lima agar tidak berjualan di pinggir 
jalan lagi. 
2. Adapun respon pengguna jalan tidak terlalu berlebihan Karena banyak juga 
pengguna jalan yang seringkali berbelanja di pedangang kaki lima yang 
berjualan di pingggir jalan sedangkan respon pengguna jalan yang tidak 
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pernah membeli di pedagang kaki lima di pinggir jalan sangat menyesalkan 
Karena proseses jual beli yang di lakukan di pinggir jalan menyakibatkan 
kemacetan. 
B. Implikasi 
Terkait masalah penelitian Implementasi Kebijakan Penanganan 
Pedagang Kaki Lima Di Jalan AP. Pettarani Dan Jalan Hertasning Di Kota 
Makassar maka Penulis memberikan beberapa saran: 
Kita melihat kebijakan (Studi Terhadap Penanganan Pedagang Kaki 
Lima. 
1. Pemerintah harus bekerja maksimal untuk menyelesaikan persoalan 
pedangang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan di karenakan 
dapat mengakibatkan kemacetan pemerintah harus memberikan solusi 
terhadap pengelolaan pedagang kaki lima 
2. Masyakat harus bersikap dewasa tehadap pedaang kaki lima masyarakat 
harusnya tidak berbelanja diemperan jalan karena memang sudah 
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